PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418
—

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR <% TAHUN 2017
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK ) NYIUR KEMBAR

DESA KALAPADUA KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) NYIUR
KEMBAR Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
Nomor O7/TKNYK/N/2017 tanggal 23 Januari 2016 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Nomor 800/06-UPTD Pendidikan tanggal 23 Januari
2017 serta berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan lapangan
oleh Tim Verifikasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
b. bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan b serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, - dipandang 'periu diterbitkan izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK ) NYIUR KEMBAR
Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
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\ Femerinlah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Normor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
| Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
R ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemernintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Pecaiuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
fentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5157):

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka#Tahun 2011 Nomor 8).
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